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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

bahwa untuk meningkatkan kualitas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan
standar, metode, serta mewujudkan keseragaman
pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di
lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu
mengganti Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan di
Badan Pengelola Keuangan Haji, karena sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
lembaga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  di

Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8389;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang
Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Peraturan
Menteri, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan
Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan
Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1134);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
pembentukan peraturan perundang-undangan yang
mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Dewan Pengawas adalah organ Badan Pengelola
Keuangan Haji yang mengawasi  perencanaan,
pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan
Keuangan Haji.

4. Badan Pelaksana adalah organ Badan Pengelola
Keuangan Haji yang melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan
Keuangan Haji.

5. Perancang  Peraturan Perundang-undangan  yang
selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri
Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional
Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan
perundang-undangan dan penyusunan instrumen

hukum lainnya.
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10.

11.

12.

13.

(1)

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
persetujuan bersama Presiden.

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji yang
selanjutnya disebut dengan Peraturan Badan adalah
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Badan Pengelola Keuangan Haji untuk menjalankan
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan tugas dan
fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji.

Peraturan Kepala Badan Pelaksana yang selanjutnya
disebut dengan Peraturan Kepala Badan adalah
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Badan Pelaksana yang berlaku secara internal
dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan
Pengelola Keuangan Haji.

Program Penyusunan Peraturan Badan adalah instrumen
perencanaan program pembentukan Peraturan Badan di
lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya
disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan
pengelolaan Keuangan Haji.

Pemrakarsa adalah Anggota Badan Pelaksana atau

Dewan Pengawas BPKH.

Pasal 2
Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan

Badan ini terdiri atas:
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a. Undang-Undang;
b. Peraturan Pemerintah;
c. Peraturan Presiden;
d. Peraturan Badan; dan
(2) Selain jenis Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH dapat

membentuk Peraturan Kepala Badan.

Pasal 3
Pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai
dengan ketententuan peraturan perundang-undangan di

bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Pembentukan Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi tahapan:
perencanaan;

a
b. penyusunan;

o

pengharmonisasian;

&

pengesahan/penetapan; dan

e. pengundangan;

Pasal 5
Pembentukan Peraturan Kepala Badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi tahapan:
a. perencanaan;
b. penyusunan;
c. forum legal review; dan

d. pengesahan/penetapan.
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